
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT

NOMOR KEP. 79AIM.PPN/HK/O 9 / 20 20
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PEI{TLISUNAN RANCANGAN

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA UMUM NASIONAT KESELAMATAN LALU

LTNTAS DAN ANGKLITAN JATAN 2O2O -2039

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 6
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2077 tentangKeselamatan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional diamanatkan untuk menyusun Rancangan Peraturan

Presiden tentang Rencana Umum Nasional Kese lamata n Lalu Li n tas

dan Angkutan Jalan 2020-2039 yang berlaku selama 20 (dua

puluh) tahw;

b ahw a ber dasarkan perti nrba ngan seb agaimana dimaksud p ada

huruf a, perlu menyusurl tancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan 2O2O-2039;

bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 72 Tahun
20 7 I tentang Pembentukan Per atur an P erundang-U ndangan jo.

Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2074 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2077
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-tndangan
mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarca untuk
membentuk panitia antarkementerian dalam penyusunan
Ranc angan P er atur an Pre side n ;

b ahw a b er d asarkan p er tinrb angan seb agaim ana te rc an tu m dalam
huruf b dan huntf c, perlu nlembentuk Panitia Antarkementefian
Peny'usunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana
Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2020-2039;

b

c

d

e.bahwa
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Mengrngat

Menetapkan

e.

1.

c

4.

5.

6.

7.

8.

bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
percy ar atan untuk dudvk dan melaksanakan tugas seb agai ang9ota

Panttia Antarkementerran Penyusunan Rancangan Perataran
Pre s ide n tentang Re nc an a Umum Na si onal Ke sel amatan Lalu Li nta s

dan Angkutan J alan 20 20 - 20 39 ;

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 201.1. tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-wdangan (Lembarun Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
denganUndang-Undang Nomor 75 Tahun 2079;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 201.4 tentan1 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang 1,2 Tahun 201.1, tentang
Pembentuka n P er atur an Perundang-undanganl

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentang Kementerian
P er enc anaan P emb angunan Nas ional I

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

P er enc anaan P emb angunan Nasi onal seb agaimana telah diub ah
denganPeraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2076;

P er atur an Pre side n Nomor 67 T ahun 2 O 7 I tentang P enataan Tugas

dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode

Tahun 201,9-2024;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun ZO79 tentang Organisasi

Kementerian Negara;

P er atur an Menteri P erencanaan P embangunan Nasional/ K epala
B adan P er enc anaan P emb angunan Nasional Nomor 9 T ahun 2 0 1 I
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, sebagarmana telah drubah dengan Peraturan Menteri
P er enc anaan P emb anguna n Nas io nal / Kep ala B adan P er enc anaan

Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 201,9;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANMA ANTARKEMENITRI,AN
PENYT.ISUNAN RANCANGAN PERAruRAN PRESTDEN TENTANG

RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN IALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN 2O2O -2039.

PERTAfulA..

I
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PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan
Peraturan Presiden tentan1 Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan 2020-2039, dengan susunan keang1otaan
seb agaimana ter c antum dalam Lampir an Keputusan ini.

P anitia Antarke me nter Lan Pe nyu sun a n Ranc angan P er aturan Pre side n
tentang Rencana Umum Nasional KeselamatanLalu Lintas dan Angkutan

J alan 2 O 2 O - 2 0 39 te rdi ri atas Tim P engar ah, P enanggung J aw ab, dan T im
Pelaksana.

Tim Pengarah bertugas memberrkan arahan kebrjakan, mengawasi,
membtmbtng, memantau kemajuan, dan memberi saran atau solusi
p er masalahan atas kegiatan pe nyu su nan Ranc ang an P er aturan Pre side n

tentangRencana Umum Nasional KeselamatanLalu Lintas dan Angkutan

Jalan 2O2O-2039.

Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan

kegtatan pen)rusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana

Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020-
2 0 3 9, dan melapo rkan hasi I pe la k s anaan ke gratan kep ada T im P engar ah.

Tim Pelaksanabefiugas;

a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan
Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan

Lalu Lintas dan Angkutan J alan 20 20 - 20 39 ;

b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang

dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan J alan 20 20 - 20 39 ;

c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan

P er atur an Pre side n tentang Renc ana Umum Nasi o nal Ke selamatan

Lalu Lintas dan Angkutan J alan 20 20 - 20 39 ;

d. meryampalkan laporan hasll pelaksanaan kegratan kepada Tim
P engar ah melalui P enanggung J aw ab; dan

e. melakukan tugas admrnistratif dan tugas larn yang drperlukan
dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan

P er atur an Pre s iden tentang Renc ana Umu m Na s io nal Keselamatan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 20 20 - 20 39 .

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia
Antarkeme nterran Penyusuna n Rancangan P er aturan Preside n tentang
Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2020-2039 dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

KETUJUH
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KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangal30 September 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SU}IARSO MONOARFA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-2=:--
RR. Rita Erawati



SATINAN

I.AMPIRAN

KEPUTUSAN MENIERI PPN/KEPAI.A BAPPEI{AS

NOMOR KEP. 79AIM.P"N/HK/O 9 / 2O2O

TANGGAL 30 SEPIEMBER. 2O2O

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANNIA ANTARKEMENITRIAN PEI{TUSUNAN RANCANGAN PERATT,JRAN PRESIDEN

ITNTAI\G RENCANA UMUM NASIONAI KESEI.AMATAI\ tAtU TINTAS DAN ANGzuIAN

JALAN 2O2O-2O39

A. TIM PENGARAH

Ketua

Anggota

B. PENANGGUNGJAWAB

c. TIMPEI.AKSANA

Ketua

Sekretaris

Anggota

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,

Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian

PPN/Bappenas;

Direktur Transportasi, Kementerian

PPN/Bappenas;

Kepal.a Biro Hukum, Kementerian PPN/

Bappenas;

1. Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum danPerundang-
undangan, Kementerian Sekretariat

Negara;

2. Direktur Harmonisasi Peraturan
Perundang-Undangan II, Direktorat

Jenderul Perahnan Perundang-
Undangan, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

3. Direktur Sinkronisasi Urusan

Pemerintah Daerah II, Direktorat

lenderul Bina Pembangunan Daerah,
Kementeria n D alam Negeri ;

4. Kepala Biro Hukum, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

5. Kepala..
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5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Sekretariat lenderal, Kementerian

Kesehatan;

6. Kepala Biro Hukum, Kementerian

Pendidikan dan Kebuday aan;

7. Kepala Biro Hukum, Kementerian

Komu n ikas i dan Inf or m atika;

8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Kementerian Riset dan Teknologi;

9. Kepala Biro Hukum, SekretariatJenderuT
Kementeria n D alam Negeri ;

10. Kepala Biro Hukum, SekretariatJenderul
Kementerian Perindustrian;

1 1. Direktur Bina Teknik lalan dan

Jembatan, Kementerian Pekerjaan

Umum dan P erumahan Raky at ;

1,2. Direkiur Sarana Transportasi lalan,
Direktorat J enderul P erhubungan D ar at,

Kenrenteria n P erhubunganl

13. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
Direktorat Jenderul Pelayanan

Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

1.4. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga,
Direklorat Jenderal Kesehatan

Masy arukat, Kem enterian Kesehatan ;

15. Direktur Pengembangan Teknologi
Industri, Kementerian Riset dan

Teknologi;

16. Direktur Industri Maritim, Alat
Trunsportasi dan Alat P ertahanan ) Ditj en

ILMATE, Kementerian Perindustrianl

77. Kepala Pusat Kebljakan Sektor

Keuangan/Kepala Pusat Kebijakan

Pembiayaan Perubahan IHim dan

Multfu aterul, Kementer i an Keu angan;

18. Kepala Bagian Penlnrsunan Peraturan
Perundang-undangan, Kementerian
PPN/Bappenas;

19. IGsubdit...
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19. Kasubdit Manajemen Operasional dan

Rekayasa, Direktorat Keamanan dan

Keselamatan, Korlantas, Kepolisian

Negara Republik Indonesial

20. Kasubdit Perhubungan Direktorat
Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah
II, Kementerian D alam Negeri;

27. Kepala Seksi Audit Keamanan dan

Keselamatan, Subdit Audlt dan Inspeksi,

Ditsamsel, Korlantas, Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

22. Kelapa Seksi Dukdikmas, Subdit

Pendidikan Masyarakat, Ditsamsel

Korlantas, Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

MENIERI PERENCANAAN PEMBANGI.'NAN NASIONAT/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukunt:

4:
RR. Rita Erawati


